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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAITUN 2015
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENIMRIAN

RAUDLATUL ATHFAL AL-1ITTIHAL

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

[

MENTERI AGAMA RETUBLIK INDONESIA,

hahwa dalam rangka seningkatkan skses pendidikan madrasah yang
bermuty, perly memberikan kesompatan masyarakat wielalui organisasi
berbadan hukur uniuk menyelenggarakan madreasal sesuai dengan
standar nisional pendidikan:

balvwa madrasah vang tercantom dalam keputusan ini telah memenuhi
persyvaratan administratif, teknis dan kelayakan yang relah ditetapkan:

hahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf s
dan hurel b perlu menetapkan Reputusan Menteri Agama tenlung
Penelupen Izin Operasional Pendirian Rewdlaal  Athfal  Al-ftihad
Kubupaten Majalenpka:

Undung-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor T8,
Tombahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4301

Undang-Undang Momar 14 Tahun 2005 tentwng Gure dan Deson
{Lembaran ™egara Republik Indonesia Tahun 2005 Mamor 137,
Tambahan Lembaran Negars Bepublik Indonesia Momor 4586):

. Peraturun Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 lenlang Standar Nasional

Pendidiken (Lembaran Negara Republik Indonesiz Talun 20085 Memor
41, Tembahan Lembaran Negarz Hepublik Indonesia MNomor 4495)
sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tehun
3013 tenteng Perubahan atas Peraturan Pemerintah Momor 15 Tahun
200% tentans Standar Masional Pendidikan (Lembaraz Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor T, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 34 L0

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lemberan MNepara Republik [ndonesia Tahun 2008
Nomar 00, Tambahan Lemburan Meparma Republik Indonesia Nomer
4863 )

Peratucan Pemerintzh Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan {Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2008 MNomer
91, Tambahan Lembaran Negurs Republik Indonesia Nomor 4864):

fr. Peratiran ...



Memperhalikan

A

Peraturan Pemerintah Momor 74 Vahun 2008 tenteng Jurd {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunm 2008 MNomor %4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );

Peraturan Pemerintah Nomor |7 Tahun 2010 tentang Pengelotaan dan
Penyelenpgzarann Pendidikan (Lesmbacan Negara Republik Indonesia
Tohun 2010 Nomor 23, Tambshan Lembaran Negare Republik
Indonesia Nomor 51500 sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerizigh Momoer 66 Tahan 2010 tentang Perubahan Atss Peraluran
Pemerinish Woemor |7 Tabun 2010 fentang  Pengelobsun  dan
Penyelengeuraan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tohun 20010 Womor 112, Tambaban Lembaran Negara BEepublik
Indonesin Nomor 5137

Peraruran Menteri Pendidikan Masional Memaor 24 Tahun 2007 Sandar
Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah Daser/Maedmssh  Ibtidaivah,
Sckolah Menengak Pertema'Madrasah Tsanawivah, dan Sekalah

Meneneah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Mentert Pendidikan Nasional Momaor 15 Tahun 2010 tentang
Stander  Pelovanan Mindmal  Peodidikan 41 Kabopaten/Kols
schagaimena telah divbah menjadi Peraruran Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomar 23 Tahun 2013 teatang Perubahan stas Peraturan
Menterl Peadidikan Nastonal Nomor 13 Tahun 2010 tentung Standar
Pelavaran Minimal Pendidikan di KabopatenKota;

. Porameran Menteri Agama Nemor 2 Tahun 2008 tentang  Standar

Kempetenst Lulusan dan Standar s Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madrazah;

- Peraturan Menterd Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penpawas

Muadraseh dan Pengawas Pesdidikan Agana Islam pada Sckalak [ Berita
Megera Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 206) sebagaimans telah
diubah denuen Persturan Menieri Agama Momor 31 Tahun 2003
tentang Perubahan Ates Pesutaran Menteri Agama Nomor 2 "['ahen 20012
tentang Pengawas Madeasaly dan Pengawes Pendidikan Agama |slam
pada Sekolah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
Gady:

. Poraturan  Menteri Agemae  Nomor 90 Tabun 2013 tentang

Pervelenggaran  Pendidikan Madraseh  (Berita Negara  Republix
Indonesia Tahen 2013 Momor 1382

Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan hMuodresab
MNomor: NDIOMQOTE2013 Tanggai 22 Januari 2015;

Rekomendasi dan Kepala Kamfor Kemenlerian Apama  Kabupaten
Maialengka Momor: KA LIVEPPOL 163062004 Tahapal 1o
[Jesember Z014;

MEMUTUSKAN :...



Menetapkan

KESATU

B ELYET A

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL AL-ITTIHAD.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah  kepade madrasah
sebagaimans tercantum dalam  lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahken dari Keputusarn ini.

Setelah janpka waktu & fempar) Tokun, Kepale Madrasah yang bersangkutan

witjib:

a. menvampaikan laporan perkembangan madmsah kepada Kepala kantor
Kementerian Agama vang memuat peling sedikit perkembangan jumlah
pesarta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanzan pemenshan stasdar
sarana prasarans, dan pelaksansun pemenuhan standar pendidik dan
tenagn kependidikan; dan'atau

b. mengajukan pendafiaran visitesi akreditasi sekolah/madrasah kepuda
BAP-5/M sesuai ketentuan peraturan perandana-undangan.

[dalam hal perkembengan madsasah sebagaimana dimaksud dalam Dikum
KEDUA  hurul a dinilai memenuhi standar pelevanan  minimal
penyelengearaan  pendidikan danftay  hasil  akreditesi  sebagmimana
dimaksud Dikium KEDUA huraf b mendapar peringkat minimal ©, maka
izin operasionsl sebapaimana dimaksed dalam Diktum KESATU tetap
berlakes.

Dralam hal perkembangan medrasah sebagaimana dimaksud dalam Dikium
KEDUA |hwruf 2 dinilai memenoshi  standar  pelavanan  minimal
penyelenpearaan  pendidikan  danfatau  hasil  ekreditasi  sebagaimany
dimaksud Diktum KEDUA huruf b tfidek mendapat peringkat minimal €,
maka izin operasional schagaimsna dimaksud dalam Dikom KESATU
dicabut.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanpesl ditetapkan.

Ditetapkan di Banduny
pada tanggal -2 Janweri 2015

ANMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
— EEMENTERIAN AGAMA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87

TAHLUN 2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL AL-ITTIHAD

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Mama Madrasah

Raudlatul Athfal Al-litihed

Tk

Mamaor Statistik Madrasah

01232100274

Alamat Madrasah

Blok Ahad RT. 08 RW. 03 Dusun Pasir
Desn Kumbung
Kecamatan Rajagaluh

Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat

| Nama Organisasi Penvelengpam

Yayasan Al-Ittthadul Shibyvan Pasir

Alkte Motaris Organisasi Penvelenggam

Suparman Hasyim, SH.
No. 20 Tanggal 14 Juli 2014

Pengesahan Akte Notaris Organisasi
Penvelenggara

AHU.04041 50.10.2014
18 Juli 2014

Ditetapkan di Bandung
poda tanggal 28  Januari 2013

AN, MENTER]I AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
=, KEMENTERIAN AGAMA




